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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang
Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya Kami dapat
menyelesaikan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto disusun dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto memiliki komitmen dan terus berupaya agar
pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil
capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto atas sasaran yang ditetapkan
secara umum dapat memenuhi secara target dan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja tahun 2019
diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dapat
ditingkatkan dimasa yang akan datang serta mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum
yaitu : Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas,
profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi tercapainya demokrasi Indonesia yang
berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan,
namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan
dan umpan balik bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk
meningkatkan kinerja di bagian masing-masing untuk masa yang akan datang, dan dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menambah wadah yang lebih baik lagi bagi
organisasi.

Kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut membantu dan
mendukung laporan ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

Sawahlunto, 2 Januari 2020

. Komisi Pemilihan Umum
.\ L Kota Sawahlunto
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E avat (3) vang berbunyi
“Pemilithan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum
vang bersifat nasional. tetap dan mandin™ Pelaksanaan Undang-Undang
Dasar ini melahitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilithan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebaagimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016.

Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan
Fakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakwvat Daerah KabupatenKota serta
memilih Presiden dan Walal Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupat: dan Wakil Bupati’ Walikota dan Wakil Walikota. Kehadiran Warga
Negara dalam membenkan suaranya di tempat pemungutan suara menjadi
faktor penting akan implementasi atas peraturan di atas, walaupun rendahnya
partisipasi masvarakat dalam membernikan suaranva tidaklah menjadi faktor
pembatalan hasil Pemilu namun hal tersebut menunjukan kematangan dan
kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi vang memposisikan dirinva

sebagai unsur sentral berdirinya suatu negara.

Keberadaan Lembaga KPU beserta jajarannyva (KPU, KPU Provinsi, KPU
Kab/Kota) dalam menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun sekali
berkewajiban melaksanakan pendidikan pemilih  dan  sosialisasi
penvelenggaraan Pemilu dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran

masvarakat dalam berdemokrasi.
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Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) vang sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemenntahan (SAKIP) menyatakan setiap kementerian/lembaga
untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan
vang dibebankan pada APBN/APBED melalui penyusunan dan menvajikan
laporan kinerja atas prestasi kemja vang dicapai berdasarkan penggunaan
anggaran vang telah dialokasikan Selain Perpres tersebut, Permen PANEB
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Ulasan atas Laporan Kinerja Instansi
Pemernintah dijadikan dasar rujukan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi vang
dibebankan kepada APBN serta untuk melaksanakan asas keterbukaan,
akuntabilitas dan profesionalitas, KPU Kota Sawahlunto menvusun LE.
Pada Laporan ini dijelaskan mengenai capaian kinerja KPU Kota
Sawahlunto Tahun 2019 yvang didasarkan kepada penctapan kinerja tahun
2019 vang dapat memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan
pencapalan kinerja dalam satu tahun. Serta analisis terhadap capaian
tersebutsebagaibahanpertimbangan dalam membuat kebijakan untuk masa
vang akan datang.

. LANDASAN HUKUM

Penvusunan Laporan ini di dasarkan atas :
1. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemulihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
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sehagaimana telah beberapa kali dmbah terkahir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomeor 1 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2016 tentang Pelaporan

Keuvangan dan Kinerja Instansi Pemenintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Aluntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional'Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor > Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyvusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/

Lembaga (Renstra K/1.) 2013-2019;

9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasit Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/ KPU/Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilthan Umum Tahun 2013-2019

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2015;

11. Eeputusan Komist Pemilthan Umum  Nomor  3/PR.03-1-
Ept/'03/KPU/T2018 tentang Keputusan Komisi Pemilithan Umum
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan kinerja Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. GAMBARAN ORGANISASI

Komisi Pemilthan Umum Kota Sawahlunto merupakan bagian dari Komisi
Pemilihan Umum vwang bersifat tetap, dan mandinn sebagair pelaksana

kegiatan penvelenggara Pemilithan Umum di tingkat KabupatenKota,
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sebagaimana dyabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Penvelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terkahir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan 2015.

Gambar :
Bagan Hubungan Organisasi KPU

KPU

J S i
2 P

KPU Provinsi/ KPU Provinsi/

KIP Aceh | I KIP Aceh

m m 101}
KPU/KIP KPU/KIP KPU/KIP KPU/KIP
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1. Kedudukan, Tugas dan Fungs1

Berikut gambaran kedudukan, tugas dan fungsi KPU Kota Sawahlunto
didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum.

i

Kedudukan

Berdasarkan Pasal 8 avat (3) dinvatakan bahwa Komisi Pemilihan
Umum KabupatenKota berkedudukan di pusat pemernntahan Kota.

Lebih lanjut kedudukan KPU KabupatenKota dijelaskan dalam Pasal
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota vang menvatakan EPU
Kabupaten'Kota adalah Ilembaga Penyelenggara Pemilu di
Kabupaten'Kota. KPU Kota berkedudukan di pusat pemenntahan

Kota.
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b. Tugas dan Wewenang
Berdasarkan Paszal 18 dan Pasal 19, tugas dan kewenangan KPU
Kabupaten/Kota meliputi -
(1) KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b.melaksanakan  semua  tahapan  penyvelenggaraan  di
kabupaten'kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan
penvelenggaraan oleh PPK, PPS. dan KPPS dalam wilayah
kerjanva;

d. menyvampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu teralkhir
dengan memperhatikan data kependudukan vang disiapkan dan
menetapkannya sebagai daftar pemailih;

f. melakukan dan mengumumbkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilu Anggota DPR. Anggota DPD, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden. dan anggota DPRD kabupaten'kota yvang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi
penghitungan suara di PPK;

g membuat bernita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyverahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

h mengumumkan calon anggota DPRD KabupatenKota terpilih
sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di
kabupaten'’kota wvang bersangkutan dan membuat berita
acaranya;

1. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

1. mensosialisasikanPenyelenggaraan Pemilu dan/atau  yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten'Kota

kepada masvarakat;
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k melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penvelenggaraan Pemilu; dan

I. melaksanakan tugas dan wewenang lain vang diberikan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/'Kota berwenang:

a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanva;

c. menetapkan dan mengumumbkan rekapitulasi perhitungan suara
Pemilu anggota DPRD  kabupaten'kota  berdasarkan
rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

d menerbitkan keputusan KPU KabupatenKota untuk
mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan
mengumumkanya;

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK dan angpota PPS vyang terbukti
melakukan tindakan wvang mengakibatkan terganggunva
tahapan penvelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan
Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu
KabupatenKota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;dan

f melaksanakanwewenang lain vang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban

Berdasarkan Pasal 20 KPU Kab/Kota berkewajiban:

a.

melaksanakan semua tahapan Penvelenggaraan Pemilu dengan
tepat waktu;

memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat

melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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e. menvampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
vang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan
kabupaten/kota berdasarkan pedoman vang ditetapkan oleh KPU
dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

g. mengelola barang investaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyvampaikan  laporan  peniodic  mengenai  tahapan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta
menyampaikan tembusanya kepada Bawaslu;

1. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
KabupatenKota dan ditandatangam oleh ketua dan anggota KPU
Kabupaten Kota;

j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

k.  menvampaikan data hasil Pemilu dar tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten'kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) har
setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

1. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemailih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan putusan DKPP; dan

n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi dan/atau pwerauran perundang-undangan
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di KPU Kota Sawahlunto

didukung dan difasilitasi oleh sekretariat sebagaimana vang dinyatakan
dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Tugas, kewenangan dan kewajiban Sekretariat KPU Kota diatur dalam

Pasal 88 yvang berbunvi :
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(1) Sekretaniat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif;

c. membantu pelaksanaan tugas KPU KabupatenKota dalam
menyelenggarakan Pemilu;

d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan
Pemilu Anggota DPR, DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta
DPRD;

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan
KPU Kabupaten/Kota;

f membantu penvusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungiawaban KPU KabupatenKota; dan

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

{2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kebutuhan vang ditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan penvelenggaraan Pemilu sebagaimana
dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-
undangan: dan

c. memberikan layvanan  administrasi,  ketatausahaan, dan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

c. mengelola barang inventanis KPU Kabupaten/Kota.

{4) Sekretariat KPU KabupatenKota bertanggung jawab dalam hal
administrasi kevangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan

peraturan perundang-undangan
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Sesuat dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisas1 dan Tata Kenja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kab/Kota terdiri dari :

1. Sub Bag Program dan Anggaran

2. Sub Bag Teknis Pemilu dan HUPMAS

3.  Sub Bag Hukum

4. Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik

. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Komist Pemilithan Umum 5 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilithan Umum Kabuapten/Kota, struktur organisasi pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2018 dapat dyabarkan
sebagai berikut:

| |
e ] N e
t' i ke o e
R it

SEKRETARIAT

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/0ORT.02-
SD/01/KPU/X/2018 tanggal 20ktober 2018 tentang Pembagian Divisi
Anggota Komisi Pemilthan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/
KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum KabupatenKota. Komisi Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto melakukan pembagian divisi dan wakil divisi
vang dapat dijabarkan sebagai berikut :
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NAMA DIVISI KOORDINATOR
WILAYAH
KETUA WAKIL
Fadhlan Armey | Kevangan Umum. Teknis Penyelenggaraan
Logistik dan Rumah
Tangga
Jasmadi Telmis Perencanaan Data dan Stlungkang
Penyelenggaraan Informasi
Desy Fardila Sosializazi Pendidikan | Keuvangan Umum, Talawi
Pemilih, Partisipasi Logistik dan Rumah
Masyarakat dan SDM Tangga
Rika Arnelia Perencanaan Data dan | Holum dan Pengawaszan | Lembah Segar
Informasi
Akhaswita Hukum dan Sostalizasi, Barangin
Pengawazan PendidikanPemilih
Partizipazi Masyarakat
dan SDM

Pembagian tugas per divisi dapat dyabarkan sebagi berikut :

1) Divisi Kevangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas
terkait kebijakan dalam:
a.  Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;

b. Protokol dan persidangan;
c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;

d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;

e. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;

f Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik

pemilu;

) Divist Teknis Penvelenggaraan, mempunvai tugas terkait kebijakan

dalam

a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
b. Venfikasi Partai Politik dan DPD;

3

o

Suara;

Pencalonan Peserta Pemilu:
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Penetapan Hasil Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilu dan
Pemilihan:
Pelaporan Dana Kampanye;

PAW Anggota DPRD.

3) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masvarakat dan SDM,

mempunyai tugas terkait kebiyjakan dalam :

a
b.

o

d.

o

|l

e,

m.

Sosialisast Kepemiluan;

Partizsipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemailih;
Publikasi dan Kehumasan:

Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
Kerjasama Antar Lembaga;

PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota
Eekrutmen Badan Ad-Hoc;

Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
Pengembangan Budaya Kerja dan Displin Organisasi;
Diklat dan Pembinaan SDM;

Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;

Pengelolaan dan Pembiaan SDM

4) Divisi Perencanaan Data dan Informasi, mempunyai tugas terkan

kebijakan -

a. Penyusunan program dan anggaran;

b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;

c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

2. Sistem informasi vang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
f Pengelolaan aplikasi dan janingan IT;

g. Pengelolaan informasi;

h. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional;

[

Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
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3) Divisi Hukum dan pengawasan, mempunyai tugas terkait kebijakan

dalam:

a. Pembuatan rancangan keputusan;

b. Telaah dan Advokasz hulum;

c. Dokumentasi dan publikas: hukum;

d. Pengawasan dan pengendalian internal;

e. Penvelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
f Penyelesaian pelanggaran Administrasi dan Etik

Dalam rangka memudahkan tugas ke KPU-an selain pembagian tugas per-
divisi, juga dilakukan pembagian tugas per wilayah di Kota Sawahlunto,

sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi di atas.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota KPU Kota Sawahlunto
didukung dan difasilitasi oleh sekretaniat sebagaimana vang dinvatakan
dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

3. Aspek Strategis Organisasi

Komis1 Pemilihan Umum merupakan lembaga negara vang sangat penting
secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan
yvang bersifat nasional, tetap dan mandinn dalam menyelenggarakan
pemilithan umum vang langsung. umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran
strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yvang
diemban oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yvang telah diuraikan di

atas.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, vakmi
terselenggaranva pemilihan umum vang berkualitas dan dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dan beberapa aspek yang
mempengaruhmva, diantaranya adalah:

a. keberadaan penvelenggara pemilu vang profesional dan memiliki

integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
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b. adanva lingkungan vang kondusif bagi masvarakat dalam menggunakan
haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan
politiknyva; dan

c. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat
sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPER, DPD,
DPED Provinsi dan DPRD KabupatenKota, serta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan

proses Pemilu dan Pemilihan vang masih terjadi, maka ke depan isu-1su
strategis vang dihadapi KPU antara lain adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih untuk menciptakan DPT wyang
komprehensif, akurat, dan terkini;

2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta
sumber daya vang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung

jawab;

3. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu

dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
4. menmingkatkan kualitas pendidikan pemilih;

5. melanjutkan reformasi birokrasi untuk menjadikan KPU sebagai
lembaga negara vang baik. bersih dan berwibawa, serta memberikan
pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;

6. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

negara;

7. peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemailih disabilitas.
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SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan laporan i1 terinci sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAE I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strafegic issued)

vang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan’ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian

Kinerja tahun vang bersangkutan

BAB IIT AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja Organisasi
Menvajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernvataan
kinerja sasaran strategis Organisasi sespat dengan  hasil
pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab 1ni diuraikan realisasi anggaran yvang digunakan dan
vang telah digunakan untuk mevwujudkan kinena organisasi

sesual dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP
Menyimpulkan secara umum atas capaian kinerja organisasi dan
langkah-langkah wuntuk masa tahun vang akan datang untuk
meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN :

Penetapan Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2019
Pengukuran Kinerja KPU Kota Sawahlunto Tahun 2019
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2015 - 2019

KPU Kota Sawahlunto sebagai lembaga wang bersifat hierarkis dalam
pelaksanaan fungsi kelembagaan tidak terlepas dan perencanaan vyang
ditetapkan oleh KPU RI yang didasarkan kepada RPIMN 2015-2019.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinva secara optimal, KPU Kota Sawahlunto telah
menerbitkan Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor
12/Kpts/ KPU/D03.435115/2016 tentang PRencana Strategis KPU Kota
Sawahlunto Tahun 2013-2019 dengan berpedoman pada Keputusan KPU
Nomor 51/Kpts KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun
2015-2019 vang didasari pada RPIPN 2005-2025 dan RPIMN 2015-2019.

Sejalan dengan RPIMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan
politik dalam negeri adalah teraujudnva proses positif konsolidasi demokrasi
vang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakvat sebesar 77 5%,
dan terselenggaranya Pemilu vang aman, adil, dan demokratis pada tahun

2019, vang akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek
institus: demokras1 sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya
Pemilu Serentak Tahun 2019 wvang aman, damai, adil, juur dan
demokratis;

2. Terjaminnva kebebasan sipil dan terpenuhinva hak-hak politik rakyat
dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik
sebesar 68 pada tahun 2019;

3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai
politik hingga 30%;
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4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta
meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;

5. Terjaganya stabilitas sosial dan polititk wvang ditandai dengan

berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan

terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019,

Arah kebyjakan dan strategi yvang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan adalah sebagai benikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan

lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil vang ditempuh

dengan strategi:

a.

Pengembangan kebijakan kepemiluan vang demokratis termasuk
vang terkait dengan pembiayaan kampanve pemilu dan pengawasan
pemilu yvang partisipatif;

Pengaturan vang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi vang
lebih keras;

Penvelenggaraan Pemilu 2019 vang aman, damai. jujur, adil dan
demolkratis;

Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemalu;

Fasilitasi peningkatan peran parpol;

Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasvarakatan untuk
keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada
lembaga pemerintah;

Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil
masvarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses
demolratis;

Pembentukan lembaga niset kepemiluan sebagai bagian dan lembaga
penyelenggara pemilu vang dapat melaksanakan fungsi pengkajian,
pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitas:
dialog.
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2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik. vang ditempuh melalui

strategi sebagai berikut:

d.

b.

C.

Perubahan UU Pemilu wvang dapat memberikan pembatasan

pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;

Perubahan UU Parpol untuk mendorong kelembagaan partai politik
dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen. pengelolaan
keuangan partai, pengaturan pembiavaan partai politk melalu
APBN/APED untuk membangun parpol sebagai piranti dasar

bangunan demokrasi;

Pelaksanaan pengkajian vang terkait dengan sistem kepemiluan,
sistem kepartaian, dan sistem presidensial

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik

rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik vang

akan ditempuh dengan strategi :

d.

f.

Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan
daerah;

Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu
vang partisipatif;

Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader
politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi
dan pemberian akses vang sama dan adil kepada politisi perempuan
untuk terlibat dalam politik partainya;

Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan,
penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/'rentan lamnnva;
Pelaksanaan pendidikan pemilih vang memperhatikan kelompok
marjinal;

Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, vang

ditempuh dengan strategs:
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a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk
keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi
publik;

b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah

wajth membuat laporan kinena, serta membuka akses informasi
publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka

mewujudkan penvelenggaraan negara vang transparan, efektif,
efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;

c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID
Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelavanan

informasi secara berkualitas;

d. Fasilitasi untuk mendorong pemenntah daerah untuk meningkatkan
partisipasi publik dalam pembuatan kebiyjakan publik, program
kebyakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta

alasan pengambilan keputusan;

e. Penvediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan
kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan

sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan
konflik:

f Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya,
kelompok informasi masyarakat (KIM)., dan M-Pustika sebaga
media penyebaran informasi publik vang efektif:

g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

1 Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun

komunikas1 interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
1. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provins;

k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan

Pers.
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5. Mendorong masvarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan
memanfaatkannya, vang akan ditempuh dengan strategi:

a. Penguatan kemitraan dengan pemernntah daerah, organisasi
masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat
mengenal pentingnyva informasi publik dan berpartisipasi dalam

proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

b. Penguatan literasi media dalam pemingkatan kesadaran, kemampuan
dan kapasitas masvarakat untuk memilith dan memanfaatkan media
sesual dengan kebutuhannya;

c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program

pembangunan nasional melalui berbagai media.

6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi vang
beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan, vang akan ditempuh dengan strategi:

a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial;

bh. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter

bangsa yang terintegrasi dan komprehensif

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar vang akan dihadapi Indonesia
adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu vang lebih berkualitas, lebih
demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan imi hanva bisa dihadapi dengan
baik apabila penyelenggara Pemilu memaliki kapasitas vang prima, sehingga
memiliki kredibilitas vang baik di mata masyarakat Tantangan lainnya adalah
perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi
politik pemilih melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik vang
berkualitas merupakan barometer keberhasilan penvelenggaraan Pemilu.

Sebagai lembaga vang bersifat hierarkis KPU Kota Sawahlunto berkewajiban
untuk dapat mencapai sasaran yang ditetapkan oleh KPU untuk melakukan
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pencapaian meningkatkan partisipasi peolitik melalutterwujudnya proses
positif konsolidasi demokrast vang dkur dengan pencapaian angka Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi
politik rakyat sebesar 77.3%, dan terselenggaranya pemilu yang aman_ adil,
dan demokratis pada tahun 2019 di Kota Sawahlunto.

B. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Untuk menjalankan tantangan terbesar KPU tersebut, KPU Kota Sawahluno
melaksanakan visi dan misi vang ditetapkan oleh KEPU RI untuk mencapai

tujuan dan sasaran strategis dalam Penyelenggaraan PemilihanPemilu.

1. Wisi dan Misi
Pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
mengacu pada Keputusan Komisi Pemilthan Umum Nomor
63/ Kpts KPU/ TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2013-2019. Dalam peraturan tersebut KPU
memiliki visit yang menunjukkan jati din dan fungsi KPU dalam

menvelenggarakan Pemilu, vaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri,
Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang
LUBER dan JURDIL”

Pernyataan wisi diatas merupakan gambaran tegas dan komitmen
Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu vang jujur,
adil, transparan, akuntabel dan mandin serta dilandasi dengan
mekamisme kerja vang efektf efisien, berpegang teguh pada etika
profest dan jabatan, benntegritas tinggi dan berwawasan Nasional
sehingga menjadikan Komisi Pemilthan Umum sebagai lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang terpercava dan professional dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinva. I samping itu, Komist
Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil
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bagian dart upava meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Indonesia, khususnya di bidang poliik kepemiluan Relevansi
pernvataan Visi Komisi Pemilithan Umum dengan Visi Nasional dan
agenda prioritas Nasional yang disebut NAWA CITA, vakm
pembangunan tata kelola pemerintahan vang bersih, efektif. demokratis
dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
penyelenggara Pemilu. Hal 1ni1 menyviratkan pentingnyva Komisi
Pemilthan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi
penyelenggara pemilihan umum vang berintegritas, professional dan
mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di

Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut KPU telah menetapkan misi vang dapat
dijabarkan sebagai berikut -

1. Meningkatkan kualitas penvelenggaraan Pemilu vang efektif dan
efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesional-
isme penvelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct
penyelenggara Pemilu;

3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu vang memberikan kepastian
hukum, progesif, dan partisipatif;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku

kepentingan;

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu,

Pemilih berdaulat Negara kuat; dan

6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

:-.J'I

penyelenggaraan Pemilu.
2. Tujuan dan sasaran strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan
vang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

a.  Terwujudnyva lembaga KPU vyang memiliki integritas, kompetensi,

kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
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b. Terselenggaranva Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;

c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan
demolkras: di Indonesia;

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
Pemilu:

e. Terselenggaranva Pemilu wvang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, dan aksezabel.

Sepertt yang diketahu bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 vang
disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak
perubahan vang signifikan terhadap kelembagaan penvelenggara Pemilu,
khususnya KPU, dan terhadap penvelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai
berikut:

“desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DFD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak
atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan keserewtakan Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang
diselenggarakan pada Tahun 2019 menjadi sejarah  yang
pertama kali bagi bargsa Indonesia dalam menyelenggarakan

FPemilu nasional seremtak’

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan tersebut sasaran strategis Komisi
Pemilihan Umum vang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 —
2019) adalah sebagai berikut:
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1. Meningkatnva Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dengan indikator

kinerja sasaran strategis sebagai berikut -

a. Persentase pemilih dalam pemilu;

Persentase pemilih perempuan dalam pemilu;

Persentase pemilih disabilitas wvang terdaftar dalam DPT vang
menggunakan hak pilih;

Persentase pemulih vang berhak memalih tetapi tidak masuk dalam
daftar pemilih;

Persentase KPPS vang telah menerima perlengkapan pemungutan
dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) han sebelum han
pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnva Kapasitas Penvelenggara Pemilu, dengan indikator

kinerja sasaran strategis sebagai berikut -

.

Persentase terpenuhinva jumlah pegawai organic kesekretariatan
KPU;
Persentase  ketepatan  waktu  penyelesaian  administrasi

kepegawatan;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penvelenggara pemilu;

Opini BPK atas LHP;

Persentase ketepatan waktu dalam venfikasi partai politik pasca
Pemilu;

Persentase ketepatan waktu dalam verfikasi pencalonan Presiden
dan Wakil presiden, Gubemur dan Wakil Gubemnur, Bupatidan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

3. Meningkatnva Kualitas REegulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut -

d.

b.

Persentase pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
Persentase sengketa hukum vang dimenangkan KPU.

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Bencana Kinerja
dengan RPJMN Tahun 2013-2019, telah dilakukan revisi pertama Renstra

terkait Tujuan dan Sasaran Strategis vang hendak dicapai KPU, antara lain:
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1. Terwujudnva lembaga KPU vang memiliki integritas, kompetensi,
kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranva Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan vang
berlakuyang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel ;

3. Meningkatnva kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam
pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Selain Tujuan dan Sasaran Strategis, KPU juga telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentaze KPU RI. EKPU Provinst/KIP Aceh, dan KPU
Kabupaten'Kota vang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai
dengan jadwal dan ketentuan yvang berlaku;

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilithan;
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan:

Persentase Pemilih yvang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam
Daftar Pemilih;

ol R

Selanjutnya, sasaran dan indikator yvang telah ditetapkan dalam Renstra KPU

Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya penvelenggaraan Pemilu/Pemilihan vang
demokratis, dengan indikator:

a Persentaze KPU EI. EPU ProvinstKIP Aceh, dan EKPU
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai
dengan jadwal dan ketentuan vang berlaku;

b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;

c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

d. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam PemiluPemilihan;

e. Persentase pemilih vang berhak memalih tetapi tidak masuk dalam
daftar pemilih;

2. Sasaran Terlaksananva Pemilu/Pemilithan yvang aman, damai. jujur dan
adil, dengan indikator:
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a.  Persentase KPU RIL EKPU ProvinstKIP Aceh, dan EKPU
Kabupaten/Kota yvang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa
konflik

b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan vang terbukt
melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;

c. Persentase sengketa hukum vang dimenangkan KPU.

3. Sasaran Memngkatnyva  Kapasitas Lembaga  Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan. dengan indikator:

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja
b.  Opini Badan Pemerika Keuangan atas Laporan Keuangan;
c. Indeks Reformasi Birokrasi.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebaga1 tindak lamjut terhadap renstra, telah ditetapkan Rencana Kinena
Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagaimana dijabarkan sebagai berikut -

No. Sasaran/Indikator Kinerja Target

1  Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan vang
Demokratis

' 2’ . Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai_ Jujur
dan Adil

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinena

Tahunan (RKT) Tahun 2019 KPU Kota Sawahlunto menetapkan PE selaku

tekad dan janji rencana kinerja vang akan dicapai pada Tahun 2019 yang

dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnva Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan vang Demokratis
Indikator kinema dan target dari sasaran strategis  tersebut adalah

sebagaimana berikut :
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“ Sasaran/ Indikator Kinerja Target
. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 77.50
n Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 5
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu T

Persentase Pemilih vang Berhak Memilih Tetap: Tidak
Masuk dalam Daftar Pemilih

0.20

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan vang Aman_Damai_ Jujur dan Adil

Indikator kinerja dan target dan sasaran strategis tersebut  adalah

sebagaimana berikut :

- Sasaran/ Indikator Kinerja Target
Persentase Penyelenggara Pemilu vang terbulkt: ;
melakukan Pelanggaran Pemilu

. Persentase Sengketa Hukum yvang Dimenangkan KPU 87
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A PENGUKUERAN CAPATAN KINERJA
Perjanjian Kinerja vang ditetapkan oleh KPU Kota Sawahlunto merupakan
suatu proses kegiatan yvang pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari
proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan
demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2019 merupakan
bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk
keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian
satuan-satuan kinerja vang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran
Fenstra. Dengan cara ini. maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat

mencerminkan kinerja secara menyeluruh.

Penetapan kinerja dilakukan pengukuran melalm indikator kinenja sehingga
melahirkan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kinerja
- o Target | Realisasi % Kategori
Sasaran/Tndikator a | gort
Kinerj (%) (%) Capaian
(1) @) (3) 4 (3)
Menmingkatnya Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis
Persentase Partisipasi Pemilih S t
| 7750 | 8523 | 10997 | JUEY
dalam Pemilu 2019 Berhasil
Persentase Partisipasi Pemilih s o7 33 116,44 Sangat
Perempuan dalam Pemilu i ' Berhasil
Persentase Partisipasi Pemilih i T k.4 Cukup
Disabilitas dalam Pemilu ) ) Berhasil
Persentase Pemilih yvang Berhak
Memilih Tetapi Tidak Masuk 020 | 096 o | Tidak
z Berhasil
dalam Daftar Pemilih
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Indikator Kinerja Kinerja
_ . Target | Realisasi| % | Kategor
Sasaran/Indikator Kinerja %) (%) Capai Eor
(1) 2) (3) 4 (3)

Terlaksananya Pemilu/Pemilihan vang Aman, Damai. Jujur dan Adil

Persentase Penvelenggara Pemilu

Sangat
wvang terbukti melakukan 3 0.048 198 4
_ Berhasil
Pelanggaran Pemilu
Persentase Sengketa Hukum vang Berhasil

8333 8333 100

Dimenangkan KPU

Berhasil atau tidak berhasilnya pencapaian indikator kinega di atas,
diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok' klasifikasi ukuran capatan
kinerja sebagai berikutSkala Kategori Penilaian :

No. Rentang Nilai Kategori Keterangan

1 =100 Sangat Berhasil Kegiatan vang dilaksanakan
telah
target indikator kinerja

2 91-100 Berhasil Kegiatan vang dilaksanakan
telah mencapat target
indikator kinerja

3 71 —90 Cukup Berhasil Kegiatan vang dilaksanakan
telah mendekat1 target
indikator kinerja

4 51-70 Kurang Berhasil Kegiatan vang dilaksanakan
tidak sesuai dengan target
indikator kinerja

5 0—50 Tidak Berhasil  Kegiatan vang dilaksanakan
sangat tidak sesnai dengan
target indikator kinerja

. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU secara umum dapat mencapai target kinena sebagaimana
telahditetapkan pada tahun 2019 Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU
pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut -
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Tingkat partisipasi pemilth wvang berkualitas merupakan barometer
keberhasilan penyelenggaraan Pemilu seperti yang tertuang dalam Buku II
RPIMN 2015-2019. dan sebagai tittk ukur peningkatan kualitas
penvelenggaraan Pemili KPU Kota Sawahlunto.

Pengukuran kinerja tingkat partisipasi pemilih dalam Pemiludapat dijelaskan

sebagai berikut :

B Persentase Partisipasi
Pemilih dalam 7750 8523 109.97
Berhasil
Pemilu 2019

Definisi operasional dalam hal im1 vang dimaksud dengan Persentase
Partisipasi Pemilih dalam Pemilu adalah persentase Partisipasi Pemilih yang
berpartisipasi pada Pemungutan Suvara Pemilu Tahun 2019 di Kota
Sawahlunto. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata
Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemalih dalam Pemungutan Suara

Esensi Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas
memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilu. Partisipasi
pemilih yvang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Bertolak dari paham kedaulatan
ada di tangan rakyat maka partisipas: pemilith menjadi komponen utama bagi

suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Kota Sawahlunto.

Partisipast pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur
keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan Pemilu. Semakin tinggi
partisipasi menandakan bahwa rakvat mengikuti, memahami, dan melibatkan
dir1 dalam kegiatan kenegaraan Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi
penanda bahwa rakvat kurang menaruh apresiasi atau munat terhadap
masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka

partisipasi pemilih dalam suatu penvelenggaraan pemilihan maka Pemilu
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tersebut memiliki tingkat legitimasi vang batk dan penyelenggara pemilu di-

anggap berhasil begitupun sebaliknya.

Pemilih merupakan aktor utama dalam penvelenggaraan pemilithan umum
vang demokratis. Partisipasi pemilth menjadi bagian integral dari upaya
menciptakan demokrasi elektoral vang benntegritas. Pemilu sebagai
instrumen utama demokrasi menjembatani suara rakvat sebagai pemilik
kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakilnyva
vang akan menjalankan kekuasaan batk di parlemen maupun pemerintahan.
Karenanva, partisipasi pemilih dalam pemilu berkaitan pula dengan tingkat
legitimasi kekuasaan Atas dasar itu pula sejumlah lembaga peringkat de-
mokrasi didunia membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasar-
kan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada han pemung-

utah suara atau voler firm our.

Partisipast pemilih diukur dan tingkat kehadiran pemilih di TPS pada han
pemungutan suara Pengukuran tingkat partisipasi pemilith pada Pemilu
dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan
total pemilith. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih,
karena pemilih telah menggunakan hak suaranva meskipun suaranva tidak
sah (invalid vote).

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih
dapat terukur dan rata-rata partisipast pemilih pada Pemilu 2019 vang

didapat dan data formulir model DE1.

Pemilu Tahun 2019, pada tabel di atas terlthat bahwa tingkat partisipasi
pemilith mencapai 85.23%._ Realisasi 1n1 berada d1 atas target vang ditetapkan
oleh KPU Kota Sawahlunto, dan target skala nasional yang menghendalki
partisipasi pemilih sebesar 77 5%.

Dibandingkan pada pelaksanaan pemilu pada tahun 2009 dan tahun 2014
dimana pelaksanaan pemilu mengalami kenaikan yang cukup significant
vang dapat dyjelaskan pada grafik benkut :
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Posis1 partisipasi pemilih sangat baik. Tetapt mengukur kualitas pemilihan
dari sekadar tingkat kehadiran pemilih vang datang ke TPS tidaklah cukup.
Motivas1 mntelektual pemilih datang ke TPS juga perlu digali untuk
mendapatkan gambaran utuh tentang partisipasi kaitannva dengan upava
KPU dalam melalukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal vang sangat fundamental
dalam penentuan pilithan. Seorang pemilih, idealnya tidak boleh terdetermi-
nasi dalam menentukan pilihannyva oleh faktor-faktor di luar dirinva. Pemilih
rasional adalah orang yvang secara sukarela dan bebas menentukan pilithannyva
berdasarkan pertimbangan vang menguntungkan dirinva dan masvarakat
dalam jangka panjang. Mereka memiliki informasi yvang memadai dan
mampu memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya.

KPU melancarkan strategi dalam proses sosialisasi untuk menggenjot angka
partisipasi memilih ini1. Pertama, KPU masih melancarkan sosialisasi cara
lama dengan metode tatap muka dan komunikasi massa. KPU bertemu
langsung dengan masyarakat yvang sudah berhak memilih dengan memben
informasi tentang aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada han pemun-
gutan suara. Kedua, KPU memanfaatkan kanal media untuk sosialisasi. KPU
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memasang iklan layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi,
media cetak. dan elektronik.

KPU Kota Sawahlunto dalam melaksanakan strategi vang diluncurkan oleh
EPU RI melaksanakan sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipast
pemilih melalu kunjungan ke sekolah-sekolah, tatap muka dengan pemilih
penvandang disabilitas dan pertemuan dengan lembaga-lembaga/instansi,
organisasi dan LSM di Kota Sawahlunto.

Sosialisasi kepada Pemilih Pemula di MAS LUNTO tanggal 9 Maret 2019

Kegiatan diawali dengan senam cerna pemilu, dan dilanjutkan penyampaian
tentang kepemiluan oleh 1bu Rika Amelia (Ketua Divisi Program dan Data)
vang diselingi dengan tanya jawab bersama siswa'siswi dan dilanjutkan
dengan pemberian doorprize.
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Sosializasi kepada Pemilih Pemula di SMK Muhammadivah tangegal 21
Maret 2019

Kegiatan berupa pembenian materi seputar pemungutan suara dengan
narasumber Desy Fardila (Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, Pendidikan
Pemilih dan SDM) diiringi dengan tanva jawab dan pembagian doorprize.

d . Ti
<5 Persentase Partisipasi
Sangat
Pemulih Perempuan 15 8733 116 44
Berhasil
dalam Pemilu

Definisi operasional dalam hal i1 vang dimaksud dengan Persentase Parti-
sipasi Pemilih dalam Pemilu adalah persentase Partisipasi Pemilih
Perempuan vang berpartisipasi pada Pemungutan Suara. Cara
pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih
berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Svara Pemilu Tahun 2019
di Kota Sawahlunto.
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Pemilih yang telah mendapatkan pemberitahuanuntuk memilih dipengaruhi
oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan.

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) vang berjenis
kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah me-
nikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perem-
puan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Wujud dan pentingnya
partisipasi pemilith perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak
perempuan dalam menggunakan hak pilithnya pada Pemilu sebagai indikator

mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnva keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk
mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan
kehilangan perannva sebagair subyek dalam pemilu karena sebagian besar
perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dinnya. Perempuan menjadi
kelompok vang rentan mendapatkan pengaruh vang membuat dirinva tidak
otonom dalam menentukan pilithannya.

Partisipas: pemilih perempuan pada Pemilu 2019 dapat diukur dengan cara
membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih
perempuan. Untuk mengetahw tingkat partisipas: pemilih perempuan dalam
menggunakan hak pilth dapat terukur darn rata-rata partisipasi pemilih
perempuan, vang didapat dari data formulir modelDB1.

Diari tabel diatas, dapat dilhat bahwa KPU Kota Sawahlunto sangat berhasil
dalam meningkatkan kepercayaan perempuan untuk ikut serta dalam
menentukan pilihan dalam pross demokrasi.

Pada Tahun 2019 kegiatan pendidikan pemilih berbasis perempuan yang
dilaksanakan oleh KPU Kota Sawahlunto diantaranya pendidikan pemailih
dengan kelompok PEK Kota Sawahlunto, dimana KPU Kota Sawahlunto
bersifat aktif dalam ikut serta pada setiap kegiatan PKK. dan sekaligus
melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih bagi

perempuan.
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Sosialisasi kepada Pemilih Perempuan - Sekretariat GOW Tingkar Kota
Sawahlunto, Durian I, Kecamatan Barangin, tanggal 6 Maret 2019

Penvampaian materi dan simulasi surat suara Pemilu 2019 kepada Pemilih

berbasis perempuan
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3. Persentase Partisipast
Cukup
Pemilih  Disabilitas 713 63.13 84.17 :
Berhaszil
dalam Pemilu

Definisi operasional dalam hal in1 vang dimaksud dengan Persentase
Partisipast Pemilih dalam Pemilu adalah persentase Partisipasi Pemilih
Disabilitas vang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019.

Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase rata-rata Pengguna Hak
Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara
Pemilu Tahun 2019 di Kota Sawahlunto.

Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanyva meningkatkan angka partisipasi
pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas
agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan
bahwa setiap warga negara mempunvai hak dan kesempatan vang sama
dalam pemenntahan begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka
punva hak politik untuk memilih dan dipilth dalam tata
pemerintahan Kelompok yvang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang
cacat in1 di Indonesia saat im1 lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa
dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan
kependekan dan different abilities people atau dapat diartikan dengan

seseorang dengan kemampuan berbeda.

Penyandang disabilitas adalah masvarakat vang memiliki keterbatasan
aktivitas akibat dari adanya gangguan vang ada pada diri individu itu sendiri.
Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunvai hak
dan kesempatan vang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para
penvandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memailih dan dipilih
dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masvarakat diharapkan
tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memailiki
kekurangan dan ketidakmampuan Mereka harus dipandang sebagaimana
layaknya ma-tiusia umumnya, vang memiliki potensi berbeda-beda. Sebuah

sikap positif dalam memandang kaun difabel.
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Hal in1 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I avat 2 Amandemen ke 2
UUD 1945 vang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifar diskriminatifitu”.

Selain 1tu dalam Pasal 28 H avat 2 amandemen ke 2 UUD 1945
mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh hkesempatan dan manfaat vang sama

guna mencapai persamaan dan keadilan”.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggara-
kan Pemilu vang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen
masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas
dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan
hak pilihnya pada Pemilu.

Partisipast pemilih disabilitas pada Pemilithan 2019 diukur dengan cara
membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih
disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam
menggunakan hak pilih. dapat terukur dan rata-rata partisipasi pemilth
disabilitas pada Pemilu 2019 yang didapat dari data formulir model DB1.

Beberapa kegiatan vang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan
partisipasi pemilih disabilitas antara lain menjalin kerjasama dengan
Komunitas vang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas
dalam Pemilu dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan
dan Perlindungan Anak Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut berupa
forum tatap muka dengan penyandang disabilitas, simulasi pemungutan
suara dengan penvandang disabilitas dan memberikan kemudahan bagi
pemilth disabilitas dalam menggunakan hak pilihnyva di TPS dengan
pendampingan dan penempatan lokasi TPS vang ramah terhadap pemilih
disabilitas.
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Saiaﬂisa.’:f dan per;a’r:dikan pemilih kepada pemilih disabilitas di Kecamatan
Talawi Desa Bukit Gadang tanggal 14 Marer 2019

Sosialisasi ke penyandang disabilitas dengan cara mendatangi rumah

Masg-masing.

Memperkenalkan bagaimana cara mencoblos pada han H dan
memperkenalkan ke 3 jenis surat suara beserta warnanva tanggal 7 Maret

2019 d1 salah satu rumah warga di Desa Lumindai.
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Sosialisasi ke penyandang disabilitas dengan cara mendatangi rumah

MAsSTHS-Masing.

Memperkenalkan bagaimana cara mencoblos pada hann H dan
memperkenalkan ke > jenis surat suara beserta warnanva tanggal 7 Maret
2019 d1 salah satu rumah warga di Desa Lumindai.

4. Persentase  Pemulih

vang Berhak Memilih Tidak
0,20 0.96 -260

Tetapt Tidak Masuk Berhasil

dalam Daftar Pemilih

Jumlah DPT vang ditetapkan oleh KPU Kota Sawahlunto sebesar 45.778
pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Khusus sebesar 442 pemilih. Dari data
tersebut pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk ke dalam daftar
pemilih sebesar 0.96 %. terhadap realisasi 0.96% tersebut, pemilih vang

Page 39 of 52



Jamuari 2, 2020 | LAPOR AN ETNERJA EPUEKOTA SAWAHITUNTO TAHUN 2019

terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus menggunakan hak pilih

menggunakan surat suara cadangan 2.3% dari DPT.

Meningkatnya persentase pemilih yvang berhak memilih tetapi tidak masuk
dalam daftar pemilih pada tahun 2019 disebabkan faktor :

.

Sosial budava masyarakat, pola mobilitas penduduk vang cepat
menvebabkan dinamika data kependudukan selalu fluktuatif Ditambah
dengan rendahnyva perhatian masvyarakat terhadap administrasi

kependudukan terutama menvangkut kematian dan perpindahan (mutasi
tempat tinggal).

Panjangnva masa waktu penetapan DPT dengan hari pelaksanaan
pemungutan suara. Masa pelaksanaan penetapan DPT in1 tentu sudah
mengalami proses pemikiran vang matang dimana penetapan waktu ini
juga benimplikasi pada kesiapan logistik pemilu terkhusus penyvediaan
surat suara vang pengadaannva didasarkan pada jumlah DPT. Namun
hal ini berakibat pada pola kesadaran politik masyarakat vang sangat
rendah yvang baru melengkap: administrasi kependudukannya menjelang
hari pemungutan suara. Hal ini terjadi terlebih terhadap pemilih yvang
melakukan pekerjaan vang tidak menetap pada suatu wilayah dalam
waktu yvang cukup lama ataupun berpindah, sehingga pemilih tersebut
tidak terdaftar pada daerah asal pemilih sesuai dengan alamat domisili
KTP karena pada saat pemutakhiran tidak dapat ditemui oleh PPDP,
ataupun tidak lagi di kenal oleh masayarakat dimana sesuai dengan
alamat pada KTP pemailih tersebut.

Sistem pengecekan pemilih yvang terdaftar pada DPT yang mengalami
maintanance pada hann pemungutan suara, schingga pemilth vang
menggunakan KTP el untuk menggunaan hak pilith tidak dapat
dilakukan pengecekan oleh KPPS selaku penyelenggara Pemilu pada
tempat pemungutan suara apakah pemilih tersebut sudah terdaftar dalam
DPT atau belum.
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d

Lemahnya sumber dava manusia pada penvelenggara tingkat
pemungutan suara. Hal ini berpengaruh terhadap pendataan DPE,

karena setelah dilakukan pengecekan formulir DPK | diperoleh hasil -

CAFTAR PERIIIN EHSUS | WODEL & DFN)
PERLISAN LM TRRUN 2303
LEN BPU KOTE Sai AL UNTE

PR FENTERS BARAT
K SANGALUNTD
LELENARN
e JIMLAH FEMLHERN T D20 [UMLH FEWLE EFKCH A D% =
R ELENENT DATH
WECAMATAY | DER ML
AR R JINLAH ML Tk
L | =i poloue | | NG
SEURINDESS | SELRIN TFS SEBARAN D54 | SEBARAN TR LENEKAT |
1|tewsas e n| 4 1 I 1l I 1 i
MEaieHaN Il 3 1§ Al 1] 2 "j. ZJE ik} {' H & il
1[50 macans i u N EERE | W owl W s i 1
LW T EET: a5 u a ¢ o @ m T
T, a1 [0 wl ] w s 1| wil m[ = w |

Dalam formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara diperoleh pemilih
wvang menggunakan hak pilih namun tidak terdata dalam DPT sebanvak
442 namun wvang dilakukan pencatatan oleh penvelenggara di TPS
(KPP5S) pada formulir DPK hanya 337 pemilih, dan 337 pemilih setelah
dilakukan pengecekan terdapat 247 yang pencatatan elemen data tidak
lengkap, dan 90 pemilih tercatat lengkap elemen datanya Terhadap 90
pemilth vang dilakukan pencatatan dengan elemen data lengkap,
dilakukan pengecekan apakah telah terdaftar dalam DPT atau tidak,
untuk 1tu diperoleh hasil 70 pemilih sudah terdata dalam DPT.

Hal in1 menunjukkan bahwa dari 442 pemilih, 70 diantaranya yang
dapat dilakukan pengecekan telah terdata dalam DPT namun oleh KPPS
tetap dilakukan pencatatan sebagai pemilih DPK. Hal ini meruntuhkan
angka 442 bukanlah angka final pemilih terkategori DPK untuk wilayvah
Kota Sawahlunto.

Namun, KPU Kota Sawahlunto dapat juga berbangga hati ditandai
dengan diternmanva penghargaan pada kategori persentase DPK
terhadap DPT terbaik dari KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal
11 September 2019
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KPU telah menetapkan sasaran strategis Terlaksananya Pemilu / Pemilithan
vang Aman, Damai. Jujur dan Adil. sasaran i1 diukur melalui indikator
sebagai berikut:
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'__1, Perzentase
Penyelenggara
Sangat
Pemilu yvang terbukti 3 0.048 198 4 )
Berhasil
melakukan
Pelanggaran Pemilu

Definisi operasional yaitu dari 5 orang Anggota KPU Kota, 11 PNS KPU
Kota Sawahlunto (terdir1 dann 8 PNS Organik dan 3 PNS DPK), 32 orang
Anggota PPK dan Sekretaniat, 222 orang Anggota PPS dan Sekretariat,
1.809 Anggota KPPS dan Linmas vang melakukan pelanggaran kode etik
penvelenggara pemilu sesuai rekomendasi DKPP dan Bawaslu sepanjang

Tahun 2019.

Indikator diukur melalui jumlah orang vang melakukan pelanggaran kode
etik dibandingkan dengan 3%(63 orang)Anggota KPU Kota, dan PNS KPU,
dan Badan Ad-Hoc se-Kota Sawahlunto sesuai Rencana Strategis KPU RI
Tahun 2015-20192.

KPU Kota Sawahlunto berhasil melampaui target dalam hal menekan
persentase pelanggaran kode etik penvelenggara pemilu di Tahun 2019 Dani
target kinerja sebesar 3% (63 orang). persentase penyelenggara pemilu vang
melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sesuai reko-
mendasi Bawaslu sepanjang Tahun 2019 hanyva ada 1 orang (0.048%) dan
total 2. 089 orang wang terdiri dant 3 orang Anggota KPU Kota, 11 PNS
KPU Kota Sawahlunto (terdinn dari 8§ PNS Orgamik dan 3 PNS DPK). 32
orang Anggota PPK dan Sekretariat. 222 orang Anggota PPS dan
Sekretaniat, 1. 809 Anggota KPPS dan Linmas Hal in1 dapat tercapai melalui
berbagai kegiatan vang bersifat pencegahan (preventive), diantaranva berupa
pendidikan dan pelatithan bagi para PNS yang bekerja di KPU Kota dan
Badan Adhoc.
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2 Persentase Sengketa
Hukum vang 8333 18333 100 Berhasil
Dimenangkan KPU

Dalam rangka mewujudkan Pemiluyang aman, damai. jujur, dan adil, salah
satu indikator vang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran
tersebut vaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum vyang di-
menangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul
akibat dan gugatan vang diajukan oleh Peserta Pemilu, vang terdiri dari:

1. Sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa antara Peserta Pemilu
dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannva Keputusan
KPU:

2 Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa vang timbul dalam

bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara

Pemilu sebagai akabat dikeluarkannya Keputusan KPU;

3. Perselisithan hasil Pemilihan, merupakan perselisthan antara KPU dan

peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

Dalam menghadapt sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa
lembaga vang berwenang menvyelesatkan kasus sengketa vartu Badan
Pengawas Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu wang bertugas untuk menegakkan kode etik

Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum vang dimenangkan
adalah dengan membandingkanjumlah gugatan yvang KPU Kota Sawahlunto
terima dengan jumlah pugatan pada lembaga vang menerima sengketa

Pemilu.

EPU Kota Sawahlunto, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019
terdapat 1 (satu) kasus yang terhadap guguatan tersebut disidangkan pada
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Bawaslu Kota vang mana putusannyva Bawaslu menerima gugatan dan
Peserta Pemilu dengan putusan berupa perbatkan/revisi Keputusan KPU
Kota.

Dalam arti bahwasanya dengan tidak adanva sengketa vang diterima oleh
KPU pada lembaga vang berwenang menvelesaitkan perselisthan pemilu
KPU Kota Sawahlunto berhasil mencegah terjadinva sengketa/sugatan

dalam penvelenggaraan Pemilu pada lembaga tersebut.

. ANGGARAN
Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas, KPU Kota

Sawahlunto di dukung oleh anggaran yang terbagi dalam 2 program kegiatan

vait :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya;

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik.

KPU Kota Sawahlunto disokong pagu anggaran sebesar Rp. 9.732 816.000.-

vang bersumber dari APBN dari jumlah pagu tersebut pencapaian realisasi
keuangan 9 341 529 927 - atau sebesar 95,98%.

Berikut perbandingan kevangan KPU Kota Sawahlunto pada 4 (empat)
tahun terakhir.
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Rpl8.000.000.000

Rpl6.000.000.000

Rpl4.000.000.000

Rpl2.000.000.000

Rpl0.000.000.000

Rpl6 836419 000
Rpl6.302.684.721

9.732.816.000
po.341.529. 527

B Fagu

RpE.000.000.000 o
Rp5.126.863.000 * Realisasi

Rp6.000.000.000 Rp4.918.030.
Rp4_mﬂ_ﬂuumu ..—Eﬂ-ﬂz.mum._

Rpls5Bs453000 RP2.227.250.
Rp2.000.000.000 Rii'.l?ﬁr:ﬁ?ﬁ.

Rp- = T

2015 2016 2017 2018 2019

Pada Tahun 2019 terjadi pengurangan pada Tahun sebelumnya.

Pengurangan pagu imi terjadi karena pada Tahun 2018 KPU Kota
Sawahlunto melaksanakan Pemilithan Walikota dan Wakil Walikota

Sawahlunto sehingga memperoleh dana hibah penyelenggaraan vyang

bersumber dari APBD Pemenntah Kota Sawahlunto yvang kemudian di
register pada DIPA KPU Kota Sawahlunto.
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BABIV
PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Sawahlunto disusun sebagai pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagair wujud pertanggungjawaban
dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka
perwujudan good govermance. Tujuan penyusunan laporan imi adalah untuk
memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tuyjuan instansi
pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemernintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan vang ditetapkan Sesuai arah
kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannva berpegangan pada
tujuan, sasaran, dan program kerja vang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun
2015-2019, RKP. Kontrak Kinena KPU Kota. maupun Renstra KPU Tahun
2015-2019.

Keberhasilan Kinerja KPU Kota Sawahlunto pada Tahun 2019 diapresiasi
melalui penghargaan dar banyak pthak selama Tahun 2019, di antaranva:

1. Penghargaan sebagai KabupatenKota dengan persentase DPK terhadap DPT
terbaik dalam proses penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2019, vang
penganugerahannya dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, tertanggal
10 September 2019;

2. Peringkat II KPU Kabupaten/Kota Berprestasi Tingkat Provinst Sumatera
Barat pada Pemilu Tahun 2019 kategori “Kreas: Sosialisasi dan Partisipasi
Pemilu™, vang penganugerahannvya dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera
Barat, tertanggal 11 September 2019;

3. Peningkat I Kabupaten'Kota Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat
pada Pemilu Tahun 2019 kategori ™ Transparansi Informasi Pemilu™, yang
penganugerahannya dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, tertanggal
13 September 2019;
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4. Peringkat ITT Pengelolaan Rekening Pemerintah Tahun Anggaran 2019 yang
diberikan oleh Kantor Pelayanan Pemberdayaan Negara (KPPN) Syunjung
tertanggal 2 Oktober 2019;

5. Perningkat VII Lomba Ide Kreatif Digitalisasi Hasil Pemilu 2019 dalam
kegiatan Rapat Kerja Digitalisasi Hasil Pemilu 2019 KPU Provins: dengan
KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tertanggal 16 Desember 2019;

6. Peringkat I sebagai Badan Publik menuju informatf dalam implementasi
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dalam
kegiatan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Se — Sumatera Barat Tahun
201%0leh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat, digelar di Hotel
Bumi Minang Padang, pada tanggal 24 Desember 2019, Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Barat, melakukan monitoring dan evaluasi (monev)

terhadap BP, dan melakukan verifikasi lanjutan dan visitasi.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran vang ditetapkan, secara umum dapat
belum memenuhi target dan sesuai dengan rencana vang telah ditetapkan.
Beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan
dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah,
masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan pemungkatan
kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral harus
dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat
dicapai dengan melibatkan segenap instansi. Terlebth pada pemingkatan
pemutakhiran data pemilih yvang akurat, dan berkwalitas melalui peran serta aktif
masyarakat dalam meningkatkan kesadaran beradministrasi kependudukan serta
peningkatan kerjasama KPU dengan instansi vang berwenang dalam melakukan
pencatatan administrasi kependudukan dan peningkatan peran serta peserta
pemilu dalam melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih serta pengawasan
vang aktif oleh Bawaslu, dan pengmgkatan Sumber Dava Manusia sebagai
penvelenggara Pemilu dalam meningkatkan pemahaman kepemiluan. Upava ini
juga tiada berarti tanpa sokongan sistem informasi data pemilih vang dapat

diakses oleh semua penyelenggara dan masyarakat luas, serta dengan adanva
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transparansi data yang disampaikan kepada masyarakat untuk meminimalisir
tidak terdatanya pemilih yang berhak memilih pada daftar pemilih tetap.

ada beberapa faktor yang perlu ditingkatkan kedepannya / dibenahi antara lain :

1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam upaya
optimalisasi kinerja, mentalitas, dan organisasi.

2. Peningkatan sosialisasi terutama terkait pendataan pemilih dan
kesadaran masyarakat dalam pemenuhan administrasi kependudukan.

3. Meningkatkan pemahaman tentang regulasi kepemiluan kepada
masyarakat, peserta Pemilu, dan terhadap penvelenggara Pemilu di
semua tingkatan sehingga aplikasinya dapat diimplementasikan sesuai
dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Pengoptimalan Sistem Teknologi Informasi.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Sawahlunto sebagai realisasi dari
Program Kerja Tahun 2019, Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU
Kota Sawahlunto yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja
keras dari semua unsur yang terkait, yang telah berupaya seoptimal mungkin
untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari
masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan
target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok
menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Sawahlunto, Januari 2020

Kgmm Pemilihan Umum
:'. | I;-m Sﬂ.“ﬂhlmtﬂ

L
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LUMP I RUN
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LAMP I RAN

A. PENETAPAN KINERJA KPU KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

ﬂ Sasaran/ Indikator Kinerja Target
. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan vang
Demokratis
. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 1750
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 15
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 15
Persentase Pemilih vang Berhak Memilih Tetap: Tidak 450
Masuk dalam Daftar Pemilih :
2 . Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai.
Jujur dan Adil
Persentase Penvyelenggara Pemilu vang terbukti -
melakukan Pelanggaran Pemilu
. Persentase Sengketa Hukum vang Dimenangkan KPU 83

B. PENGUKURAN KINERJA KPU KOTA SAWAHILUNTO TAHUN 2019

Indikator Kinerja Kinerja

. L. Target | Realisasi %o Kategori
Sasaran/Indikator Kinenja (%) (%) Capaian

(.1') (2) 3) (G (3)

Meningkatnya Penyvelenggaraan Pemilu vang Demokratis

Sangat
77.50 8523 109.97 Berhasil

Persentase Partisipasi Pemilih

dalam Pemilu 2019
Persentase Partisipasi Pemilih _ Sangat
75 87.33 116.44

Perempuan dalam Pemilu Berhasil
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Indikator Kinerja Kinerja
: e Target | Realisasi % Katecori
Sasaran/Indikator Kinerja : Ea
(%) (%) | Capaian
(1) 2) (3) ) (%)
Persentase Partisipasi Pemilih Cukup
75 63.13 8417
Disabilitas dalam Pemilu Berhasil
Persentase Pemilih vang Berhak Tidak
Memilih Tetapt Tidak Masuk 0.20 0.96 -260 Berhasil
dalam Daftar Pemilih
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan vang Aman, Damai. Jujur dan Adil
Persentase Penyelenggara Pemilu
_ Sangat
vang terbukti melakukan 3 0.048 198 4 :
Berhasil
Pelanggaran Pemilu
Persentase Sengketa Hukum .
e VHE | 8333 | 8333 100 | Berhasil
Dimenangkan KPU
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